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MOTTO
خَطِيَئَةً أَوْ اِثْمًا ثُمَ يَرْمِ بِهِ بَرِ يْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ يُهْتَنًا وَاِثْمَا مُبِيْنَا(النشاء:١١٢)يَكْسِبْ وَمَن
Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan ataupun dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata” (QS. An-Nisa’: 112).[footnoteRef:2] [2:  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Juz 1 – 30) (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006), 112] 














[bookmark: _Toc34825278]


ABSTRAK

Risky, Nindy. 2020, Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Vita Firdausiyah, M.H

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Sanksi
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegent). Maka, dengan tujuan peneliti untuk mengetahui: (1) Apa yang dimaksud pencemaran nama baik perspektif hukum Islam dan hukum positif? Dan (2) Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum islam dan hukum positif?
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif. Dalam penelitian normatif ini hukum yang dikonsepkan sebagaiapa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) ataupun juga hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku manusia yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun secara anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt. Adapun larangan ataupun ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP memiliki konsep mengkriminalisasi tiap orang yang secara lisan/tertulis menyerang kehormatan/ nama baik seseorang dengan menuduhkan seseatu untuk diketahui umum. Begitu juga dalam hukum Islam yang sanksinya dikembalikan kepada pemerintah (Takzir) yang disesuaikan dengan jenis kejahatannya. Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka diakhirat, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang.
[bookmark: _Toc34825279]KATA PENGANTAR
Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.
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Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.[footnoteRef:3] Dalam hukum islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegent).[footnoteRef:4] Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II diantaranya dalam Pasal 310 ayat (1) menyebutkan: [3: Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  60]  [4: Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2] 

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang hukum acara pidana. Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-undang republik Indonesia No. 8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana dimaksudkan agara masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang dasar 1945.[footnoteRef:5] [5: Hamzah Andi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227] 

Namun demikian, penerapan hukum diatas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik. Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum-oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk tindak kejahatan terkait pencemaran nama baik.
Allah berfirman dalam surat An-nur ayat 15 tentang berita bohong:
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ
Artinya: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal pada sisi Allah adalah besar. (QS. An Nuur:15)

Seperti diketahui melalui kasus hadits Al-ifki yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang dialami oleh istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah dan merupakan istri yang dicintainya. HaditsulIfki atau berita bohong yang dimaksud oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat. [footnoteRef:6]Ayat yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yaitu: [6: Abdurrahman bin Abdullah, Kisah-kisah Manusia Pilihan, Penerjemah UwaisAl-qorny (Bogor: Pustaka TeriqulIzzah, 2005), 194] 

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَئَةً أَوْ اِثْمًا ثُمَ يَرْمِ بِهِ بَرِ يْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ يُهْتَنًا وَاِثْمَا مُبِيْنا
Artinya: “ Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan ataupun dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata” (QS. An-Nisa’/4: 112).[footnoteRef:7] [7: Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Juz 1 – 30) (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006), 112] 


Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena adanya unsur ketidaksenangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan cara seperti diatas. Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar dimata masyarakat. Padahal tidak terbukti kebenarannya.
Terkadang tindak kejahatan semacam ini dilakukan karena melatar belakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidak-adilan yang diterima atau sebagainya, terjadilah tindak pidana tersebut. Misalnya, para mahasiswa melakukan aksi demontrasi dijalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk, tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti disini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat dan berbangsa. Menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosional yang berlebihan.
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa tindakan pencemaran nama baik masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat martabat, dan nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum islam dan hukum positif.
[bookmark: _Toc34825287]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud pencemaran nama baik perspektif  hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum islam dan hukum positif?
[bookmark: _Toc34825288]Tujuan Kajian
Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pencemaran nama baik perspektif hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum islam dan hukum positif.
[bookmark: _Toc34825289]Manfaat Kajian
1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana islam dan hukum positif.
2. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
3. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik.
[bookmark: _Toc34825290]Telaah Pustaka
Untuk mendukung pembuatan skripsi ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan skripsi ini:
1. Sanksi 
Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam  pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.
Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitb undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya diluar KUHP.
2. Tindak Pidana 
Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana didalam larangan tersebut terdapat sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Maksudnya ialah apabila ada seseorang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Dapat dimengerti yang dimasksud dengan istilah “Tindak Pidana” atau dalam bahasa belanda strafbaar feit, yang sebernarnya istilah resmi dalam strafwetboek atau kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.
3. Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehoramatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggar Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum pencemaran nama baik (Defamation) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian: 
a) Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan
b) Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan.
4. Hukum Islam
Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari Al-hukm yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, Al-hukm juga mempunyai pengertian Al-qada’ (ketetapan) dan Al-mani’ (pencegahan). Sedangkan menurut Ulama Ushul fiqh mendefinikan hukum dengan tuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azina. Sedangkan Islam berasal dari kata Islamu yang artinya selamat sejahtera. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw sebagai pedoman dan tuntutan dalam menajalankan kehidupan didunia. Namun secara bahasa Islam diartikan dengan pengerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt yang Maha Esa sebagai perlambangan kepatuhan dan ketundukkan kepadaNya. 
Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.
Sumber hukum Islam terdiri dari : Al-qur’an, Hadits, Ijtihad, Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, Saddudz dzari’ah, Urf (adat), Qaul sahabat Nabi Saw, Syar’u man qablana.
5. Hukum Positif 
Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam dalam konsep ini, hak-hak diberikan bukan lewat undan-undang tetapi oleh Tuhan, alam atau nalar. Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan ditempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat. Hukum positif berlaku di Indonesia.
Penulis akan membuat Telaah Pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis dan materi atau karya-karya tersebut adalah skripsi yang berjudul:
1. Hidayatullah (2004) dalam penelitiannya berjudul “Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa (Pers)” yang paling utama yang dikaji adalah perlindungan terhadap pers serta adanya kebebasan pers.
2. Vebriyanti (2014) dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Melalui Tulisan” yang paling utama dikaji adalah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencematan nama baik melalui tulisan sudah sesuai perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah.
3. Muhammad Mujaidin (2013) dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan FiqihJinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”. Dia menganalisis sanksi pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik berdasarkan FiqihJinayah.
Dilihat dari karya-karya diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas mengenai Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
[bookmark: _Toc34825293]Metode Kajian
1. [bookmark: _Toc34825294]Pendekatan dan Jenis Penelitian
a. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif. Dalam penelitian normatif ini hukum yang dikonsepkan sebagaiapa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) ataupun juga hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[footnoteRef:8] [8: Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta: Rajawali Press,1985), 12] 

b. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis.[footnoteRef:9] Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, bahan pustaka lainnya, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. [9: SoerjonoSoekanto dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14] 

[bookmark: _Toc34825295]Sumber Data
Penulis akan menggunakan dua sumber dalam penelitian hukum, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Bahan-bahan hukum yang sifatnya  mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah yaitu:
1) Ayat al-Quran dan Hadits Nabi yang terkait
2) UU Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penghinaan Bab XVI Buku II Pasal 310 Ayat (1)
b. Sumber Data Sekunder
Dalam hal ini yang dijadikan bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian daan pemahaman utuh. Diantaranya karya tulis, majalah, artikel, buku, jurnal, dan makalah.
[bookmark: _Toc34825296]Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun teknik pengumpulan data valid adalah menggunakan metode dokumentasi dimana nantinya metode tersebut untuk mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang berupa majalah, surat kabar, jurnal akademik, skripsi, buku, transkip, catatan dan sebagainya[footnoteRef:10] yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. [10: SuharsiminArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 231] 

[bookmark: _Toc34825297]Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan Metode analisis deskriptif ialah untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.[footnoteRef:11] Oleh karena itu peneliti menggambarkan secara objektif dari keadaan yang sebenarnya, berhubungan dengan judul yang diajukan. [11: Singarimbun dan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2003), 4] 

[bookmark: _Toc34825298]Sistematika Pembahasan
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, secara sistematika pembahasan terdiri dari:
Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori atau telaah pustaka, metode kajian, dan sistematika pembahasan.
Bab II Kajian Pustaka : Pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pencemaran nama baik, dasar hukum pencemaran nama baik, unsur-unsur pencemaran nama baik, macam-macam pencemaran nama baik.
Bab III Pembahasan : sanksi pencemaran nama baik dalam hukum Islam, contoh kasus pencemaran nama baik dalam hukum Islam, sanksi pencemaran nama baik ditinjau dalam hukum positif, contoh kasus pencemaran nama baik dalam hukum positif.
Bab IV Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Analisa terhadap pencemaran nama baik perspektif Hukum Islam, analisa terhadap pencemaran nama baik perspektif hukum Positif.
Bab V Penutup: Kesimpulan dan saran.
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[bookmark: _Toc34825299]BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Pidana
Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana pencemaran nama baik, penulis akan menjelaskan terlebih pengertian hukum pidana, bila kita mendengarkan kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti makna pidana adalah nestapa, Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukan sendiri.
Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana menurut Ismu Gudani dan Jonaedi Efendi adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.[footnoteRef:12] [12: Ismu Gudani dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2014), 8] 

Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.[footnoteRef:13] [13: Prasetyo Teguh, Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 9] 

Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemindahan, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.
Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukuman sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana, dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang pesat.
Dari pengertian diatas dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan, tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.
Dalam Islam. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum islam atau fiqih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syari’ah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu: Islam dan ihsan, atau akidah, Syari’ah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syari’ah disebut dengan ilmu Fikih, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.
Selain itu, dalam kajian hukum Islam, istilah hukum pidana Islam diambil dari terjemah fiqih jinayah, fiqih adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merupakan upaya pemahaman manusia, dalam hal ini ulama terhadap syariat. Sedangkan jinayah adalah hukum Islam yang mengatur persoalan pidana. Sedangkan hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, seta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-qur’an dan Hadist.
Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu:
1. Qisas
Adalah perbuatan hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.[footnoteRef:14] Maksudnya adalah memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya seseorang telah bersalah karena membunuh orang lain, maka hukuman baginya juga hukuman mati. Atau ada seseorang yang dengan sengaja menghilangkan anggota badan orang lain, maka hukumannya pun sama. Jika menyangkut nyawa, hukuman ini menandakan bahwa tidak ada yang bisa bermain-main dengan nyawa orang lain, karena hutang nyawa juga harus dibayar nyawa. [14: Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jimayah (Jakarta: Amzah, 2014), 31] 

1. Hudud
Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya dalam Al-qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist). Hukuman berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, pengasingan, deportasi, dan lain-lain.
Takzir
Adalah perbuata pidana yang bentuk dan ancamannya diatur oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan had, hukumannya berupa hukuman penjara atau skorsing, pemectan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan dengan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “wetboek van strafrecht” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.
Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan luar kodifikasi tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jasa kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).[footnoteRef:15] [15: Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67] 

Chairul Huda, tindak pidana adalah merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.[footnoteRef:16] [16: Huda Chairul, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 29] 

Sebagaimana pengertian disebutkan diatas, tindak pidana (strabaarfeit/criminal act) yang selama ini di kembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa:
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya pegolongan delik atas delik sengaja (dolus) dan delik kealpaan (culpa), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, denagn tindakan ini seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Dengan demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.
Yang dimaksud unsur subjektif  adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
b. Wornemenatau maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
c. Oogmerk atau macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Voorbedachte read atau merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
e. Vress atau perasaan takut seperti antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.
b. Kualitas dari si pelaku.
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
1. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik
Dalam penggunaan bahasa indonesia, pencemaran nama baik bisa diartikan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang. Sebagai perbandingan, menurut frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel. Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Sedangkan dalam bahasa indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dengan libel.[footnoteRef:17] [17: Tunggul Wawan, Pencemaran Nama Baik (Jakarta: Wartapena, 2012), 7] 

Wawan Tunggul menjelaskan dalam bukunya, tetapi belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Dalam hal ini versi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang pada umumnya didefinisikan “ sesuatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”
Kata pencemaran didalam kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh Muhammad Ali diartikan pengotoran, atau kotoran yang berasal dari bahasa cemar, maksudnya membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan nama menurut Ali adalah panggilan, sebutan untuk sesuatu, atau gelar untuk mengenal atau mengetahui sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan baik menurut Ali artinya: elok, patut, rapi beres, bagus, indah atau lawan dari buruk, dan lain sebagainya, jika kata pencemaran  nama baik itu diartikan menjelek-jelekkan, merusak kebaikan atau kebagusan sesuatu sebutan, panggilan, gelar atas sesuatu yang sudah bagus, indah ataupun patut, jika pencemaran nama baik diperuntuhkan kepada manusia, maka maksudnya ialah menjelek-jelekkan kepribadian seseorang.[footnoteRef:18] [18: Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: Pustaka Amani,2000), 90] 

Oleh karenanya, sebelum mengurai pengertian pencemaran nama baik, perlu terlebih dahulu kita pahami bahwa hukum adalah aturan-aturan yang mengatur pula mengenai kepentingan perorangan. Kepentingan perorangan itu terdiri dari:
a. Jiwa(leven)
b. Badan (tubuh atau raga)
c. Kebebasan atau kemerdekaan(vrijheid)
d. Kehormatan(eer)
e. Harta benda (vermogen)
Masing-masing kepentingan perorangan tersebut telah diakomodir dan dilindungi di dalam KUHP. Karena itu, kejahatan terhadap kehormatan telah diatur dalam bab XVI pasal 310-321 KUHP. Meski demikian, istilah yang dipergunakan KUHP untuk menyebut bentuk kejahatan ini adalah “penghinaan” (beledigin).
Pencemaran nama baik dikenal juga istilah “penghinaan” (smaad) ini oleh pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang denga jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (bepaaldfeit) dengan tujuan yang nyata (kennelijk doel) untuk menyiarkan tuduhan itu kepala khalayak ramai. Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.[footnoteRef:19] [19: Prodjodikoro Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Refika Cipta, 2010), 97] 

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Namun menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of geode naam).[footnoteRef:20] [20: Aji Oemar Seno, Perkembangan Delik Press di Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1990), 36] 

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan, rasa kehormatan ini harus diobjektif sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung.
Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang di ucapkan disebut slander, KUHP menyebutkan bahwa penghinaan pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan (tercetak). Tindak pidana  terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk :[footnoteRef:21] [21: Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8] 

1. Menista secara lisan
1. Menista secara tertulis
1. Fitnah, dan
1. Penghinaan ringan
Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni :
1. Perbuatan fitnah
1. Prasangka palsu, dan
1. Penistaan terhadap yang meninggal
Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan, seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika memang bisa mendapat ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tegasnya, segala yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina.[footnoteRef:22] [22: Prodjodikoro Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Bandung: Refika Cipta, 2010), 102] 

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah Qadzaf, maupun yang bersifat Takzir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukuman pada pihak terpidana mengacu pada Al-qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.
Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hudud bagi pelaku Qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Takzir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Karena Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mencaci maki, memanggil julukan tidak baik, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.
Islam pun, menghinakan manusia yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan yang fasif.[footnoteRef:23] [23: Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60] 

2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik
Apabila kita meninjau dari hukum pidana terhadap kejahatan kehormatan seseorang dan sanksinya, maka terdapat landasan atau dasar-dasar hukum pidana yang telah diatur dalam XVI dalam KUHP, yaitu:
a. Menuduh, diatur dalam pasal 310-313 KUHP
b. Menghina, diatur dalam pasal 314-316 KUHP
c. Pengaduan palsu, diatur dalam pasal 317 KUHP
d. Prasangka palsu, diatur dalam pasal 318 KUHP
e. Membuka rahasia, diatur dalam pasal 322-323 KUHP
Adapun dalam Islam, istilah pencemaran nama baik menurut Al-ghazali dikategorikan fitnah atau menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum. Tindak pidana penghinaan dalam hukum Islam antara lain:
a. Ghibah, dan
b. Namimah
Ghibah adalah menggunjing. Ghibah seringkali disebut dengan gosip, Allah Swt melarang orang beriman melakukan perbuatan ghibah, karena ghibah merupakan perbuatan yang tercela. Allah Swt berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًافَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ
Artinya: “Hai orang-orang yang berimana, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.”(QS. Al-hujarat/49:12)[footnoteRef:24] [24: Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Juz 1 – 30) (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006), 12] 


Prilaku ghibah diberatkan oleh Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Perbuatan ini sungguh amat jijik. Contoh perbuatan ghibah adalah menceritakan aib orang lain yang jelas-jelas orang lain tersebut tidak menyukainya, sekalipun cerita itu benar adanya. Apabila yang diceritakan itu bukan hal yang benar, maka perbuatan itu termasuk dusta. Islam melarang ghibah karena akan menyebabkan kejelekkan dalam hubungan antarmanusi. Akibat ghibah antara lain:
a. Merusak keimanan seseorang kepada Allah Swt
b. Menyebabkan penyakit hati, sehingga menjadi sulit menerima hidayah dari Allah Swt
c. Merusak hubungan persaudaraan dalam masyarakat karena ada yang merasa sakit hati.
Namimah adalah mengadu domba, yaitu orang yang memiliki kesengajaan untuk mengadu satu orang dengan orang lain. Perbuatan adu domba sengatlah tercela. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw berikut:
لَا يَدْ خُلُ الجَنَّةَ نَمَّا مٌحُزَ يْفَتْ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ص.م يَقُوْلُ:
“Huzaifah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba” (H.R. Muslim)

Orang yang melakukan perbuatan namimah, tidak  bisa masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah Saw tersebut. Oleh karena perilaku ini mendatangkan bahaya, jangan sekali-kali kita memiliki sifat tercela.
3. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik
Berikut ini yang merupakan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam KUHP :
a. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran yang isinya:
Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:
1) Unsur-unsur objektif
a) Dengan sengaja
b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
c) Menuduh melakukan suatu tindakan tertentu, dan
d) Dengan maksud yang nyata disetujui oleh umum
2) Unsur-unsur subjektif
a) Perbuatan menyerang
b) Objek kehormatan atau nama baik orang
c) Dengan menuduhkan suatu tindakan tertentu
b. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Pasal 310 ayat (3) KUHP mengenai menista:
Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jenis dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Menurut Wawan Tunggul ketentuan pasal 310 KUHP, telah dirumusan tindaka pencemaran nama baik itu berupa:[footnoteRef:25] [25: Tunggul Wawan, Pencemaran Nama Baik (Jakarta: Wartapena, 2012), 13] 

1) Menista dengan lisan (smaad) pasal 310 ayat (1)
2) Menista dengan surat (smaadschrift) pasal 310 ayat (2)
Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
d. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai fitnah:
Jika yang melakukan kejahtan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam kamus besar bahasa indonesia yakni “perkataan” yang dimaksud menjelekkan orang.
Dalam hukum pidana Islam, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindakan pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini tidak ada. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung, yaitu:
1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
a) Pencemaran pasal 310 ayat (1)
b) Pencemaran tertulis pasal 310 ayat (2)
2) Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
3) Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
4) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan apa yang diketahuinya.
e. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan:
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakuikan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisa, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa belanda yaitu kata eenvoudige belediging, sebagian pakar menerjemahkan kata eenvoudigedengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus bahasa belanda, kata eenvoudige berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa. Unsur-unsur pasal 315 KUHP yaitu:
1) Unsur objektif terdiri atas:
a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
c) Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.
2) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
f. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara fitnah:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Maka Unsur-unsur dalam pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:


1) Unsur objektif
a) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.
b) Tentang seseorang kepada penguasa
c) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang
2) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja
Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.
g. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara fitnah:
Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu perasangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jadi unsur-unsur dalam pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:
1) Unsur objektif
Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana
2) Unsur subjektif
Dengan sengaja perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu, dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi,dilakukan suatu perbuatan hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.
Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusai perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya, supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan didepan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan.
Menurut pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila melakukan untuk membela diri kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri, patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehinnga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum, tetapi bila oleh hakim, penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh sipelaku tidak benar apa adanya, maka sipelaku dihukum dengan pasal 311 KUHP tentang memfitnah.
4. Macam-macam Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi dua:[footnoteRef:26] [26: Adji Seno Oemar, Mass Media dan Hukum (Jakarta: Erlangga, 1997), 92] 

a. Penghinaan materil
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyatan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
b. Penghinaan formil
Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumny cara untuk menyatakan adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan tersebut adalah ditutup.
Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP bab XVI tentang penghinaan, melihat pada penjelasan R. Soesilo dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:[footnoteRef:27] [27: R. Soesilo, Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia,1996), 225] 

1) Penistaan (pasal 310 ayat 1 KUHP)
Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat 1 KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “ menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dsb, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang melakukan.
2) Penistaan dengan surat (pasal 310 ayat 2 KUHP)
Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 310 KUHP apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini, apabila seseorang melakukan tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.
3) Fitnah (pasal 311 KUHP)
Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam pasal 310 KUHP, perbuatan dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat hukuman), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum untuk membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (pasal 312 KUHP).
Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan manista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.
4) Penghinaan ringan (pasal 315 KUHP
Penghinaan seperti ini di lakukan ditempat umum yang berupa kata-kata yang bersifat menghina, R. Soesilo dalam penjelasan pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “ menuduh suatu perbuatan” misalnya dengan mengatakan kata-kata kotor yang masuk dalam pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”
Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludai dimukanya, memegang kepada orang indonesia, mendorong, melepas peci atau ikat kepala orang indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiaayaan, tetapi bisa dilakukan tidak seberapa keras, dapat pula menimbulkan penghinaan.
5) Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (pasal 317 KUHP)
Menurut R. Sugandi, dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-undang hukum pidana. Berikut penjelasannya, memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja.[footnoteRef:28] [28: R. Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 337] 

a) Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
b) Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.
6) Perbuatan fitnah (pasal 318 KUHP)
Menurut R. Sugandi, terkait pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.
Dalam Islam, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam  sebagai Rahmatan lil Alamim, pada prinsipnya telah menjaga kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain tanpa menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu juga hukum positif, khususnya dalam KUHP pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.
Namun demikian, penerapan hukum diatas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap kejahatan seseorang yang menyerang kehormatan ataupun merusak nama baik orang lain.
Berkenaan dengan itu, dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang bersifat hudud seperti jarimah Qadzaf, maupun yang bersifat Takzir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-qur’an yang menetapkan bahwa balasan untukm suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.
Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.
Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku Qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Takzir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman mereka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seorang hambanya. 





BAB III
PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dalam Hukum Islam
Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT, untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh pencipta, yaitu Allah Swt.[footnoteRef:29] [29: Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika : 2012), 60] 

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam sama dengan pemberian sanksi dalam hukum positif, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.
Menurut Hanafi, tujuan pokok pemberian sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kemaksiatan adalah untuk mencegah,agar seseorang tidak melakukan kejahatan,mendidik manusia agar tidak mengulangi berbuat kejahatan,dan mengajari manusia agar menjamin atau melindungi keselamatan dan kemaslahatan hidup sesama.[footnoteRef:30]Lebih lanjut,Hanafi menjelaskan,bahwa tujuan pemberian hukum atau sanksi kepada para pelaku kejahatan atau kemaksiatan secara luas adalah untuk membentuk atau membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai,saling menghormati hak-hak asasi masing-masing,dan membina persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan suku,agama,ataupun tidak merampas hak-hak orang lain.[footnoteRef:31] [30: Hanafi Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta, Bulan Bintang :1990),225]  [31: Hanafi Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta, Bulan Bintang : 1990), 257] 

Menurut ulama fikih,pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut,jarimah dibagi atas:jarimah hudud,jarimah qisas/diat,dan jarimah takzir,yang mana maksudnya ialah:
1. Jarimah Hudud
Yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk,jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT,semata-mata.Artinya,tindak pidana Hudud ini bersifat terbatas,jenis hukumnya telah ditentukan,dan ukuran hukumnya pun tidak memiliki batas terendah dan tertingg.Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata”adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumnya tidak dapat digugurkan,baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat,oleh sebab itu,pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah Hudud.[footnoteRef:32] [32: Yusuf Imaning, Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Islam (Palembang, Rafah Press :2009), 28] 

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hal Allah SWT,adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatn umat manusia.Apabila suatu tindakan pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum,maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksananya menurut hak Allah SWT.
Bentuk-bentuk jarimah Hudud jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, qadzab (menuduh orang zina), perampokan, minum-minuman keras, murtad, dan pemberontakan. [footnoteRef:33] [33: Yusuf Imaning, Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Islam (Palembang, Rafah Press: 2009), 28-29] 

2. Jarimah Qisas/Diat
Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang,yaitu membunuh atau melukai seseorang.Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah Qisas atau Diat(Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya,sedangkan Diat adalah ganti rugi dengan harta).Jarimah Qisas/Diat pun hukumannya bersifat terbatas,tidak memiliki batas terendah dan tertinggi,sebagaimana yang berlaku  dalam jarimah Hudud. Disamping itu,jarimah Qisas/Diat merupakan hak pribadi,artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman Qisas tersebut,baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi,karena hak Qisas dan Diat merupakan hak pribadi korban,maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.[footnoteRef:34] [34: Yusuf Imaning, Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Islam (Palembang, Rafah Press: 2009), 29] 

3. Jarimah Takzir
Ta’zir diartikam Ar-Radu Wa Al-Man’u,artinya menolak dan mencegah akan tetapi menurut istilah,sebagaimana yang dikemukakan Iman Al Mawardi,pengertiannya adalah sebagai berikut:
ير تعز أوبحد عنها لىء تعالله اجرز عية شرت ار محظو هولجريم ا
Artinya: Ta’zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa(tindak pidana)yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

Secara ringkas dapat dikatakan hukuman Ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ melainkan diserahkan kepada Ulil Amri,baik penentuannya maupun pelaksanaannya.[footnoteRef:35] [35: Ahmad Wardani Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Jakarta, Sinar Grafika: 2016), 19] 

Secara etimologi Takzir berarti menolak dan mencegah, berbeda dengan Hudud dan Qisas, bentuk sanksi Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-qur’an dan Hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman sanksi Takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.
Dasar hukum disyariatkan ta’zir terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut sebagai berikut:
1) Hadist pertama
حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ر جلافي تهمةبن بهز عن
Dari Bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, dan Baihaqi. Disahihkan oleh hakim).

Hadist tersebut menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudakan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
2) Hadist kedua
عن أبي بردة الأ نصا ر ي أنه سمع رسو لله صلى الله عليه وسلم يقو ل لا يجلد أحد فو ق عشر ة أسواط إلا في حد من حدو د الله
Dari Abi Burdah Al-anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq Alaih). 

Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.

3) Hadist ketiga
عن عا ئشة رضي الله عنها قالت قال رسوالله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عشرا تهم إلا الحدود
Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda “ Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahtan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.” (HR. Ahmad Abu Dawud Al-nasa’I dan Al-bahaqi). 

Hadist tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, sesuai dengan status pelaku dan halnya.
Ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta’zir, diantaranya ialah:
a) Menurut golongan Malikiyah dan Hambali, ta’zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
b) Menurut Syafi’I, ta’zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
c) Menurut Hanafiyah, ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu.
Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-hamam berpendapat, “ apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta’zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.”
B. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam
Penulis akan menjelaskan contoh kasus yang terdapat dalam hukum Islam, diantaranya :
1. Kasus Yuyun, kembalilah ke Hukum Pidana Islam. Terkait dengan kematian Yuyun dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian. Terlepas dari hukum  pidana yang kita anut selama ini, pada hakikatnya hukum pidana Islam membatasi kemampuan bertanggung jawab atas jarimah berdasarkan klasnya masing-masing, yaitu : (1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (kesepakatan para Fuqaha, masa ini dimulai sejak lahir samapi berumur 7 tahun); (2) Masa kemampuan berpikir lemah (antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun); (3) Masa kemampuan berpikir penuh (15 tahun keatas). Pada kelas pertama, tidak dijatuhi hukuman baik berupa pidana maupun pengajaran, hanya dapat dikenakan hukuman ganti rugi atas derita yang disebabkan oleh perbuatannya. Sementara kelas kedua, hanya dijatuhi hukuman pengajaran juga dengan pertanggung  jawaban ganti rugi pula. Sedangkan pada kelas ketiga, barulah dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas Jarimah yang diperbuatnya, tanpa memandang macam dan jenis jarimahnya. Tidaklah sulit mengidentifikasi jenis kejahatan dari sang pelakunya. Terdapat dua jenis hukum dalam peristiwa itu, yaitu hukuman Hudud dan hukuman Jarimah Qisas. Memang pemerkosaan dalam kategori hukuman Hudud, bukan hukuman Jarimah Qisas sebagaimana yang berlaku pada kejahatan pembunuhan. Tetapi, dibenarkannya hukuman rajam bagi pezina tetap masih beralasan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan, apalagi korban pemeskosaan adalah anak-anak.
2. Seorang laki-laki sholeh yaitu labid bin sahl ra dituduh oleh Bani Ubairiq (dalam riwayat lain said bin samim orang Yahudi) mengenai perilaku busuk mereka. Padahal laki-laki sholeh ini adalah orang yang bebas atau bersih, sedangkan orang yang menuduh ialah orang-orang yang dzalim lagi pengkhianat seperti yang ditunjukkan oleh Allah Swt. Kemudian cacian dan celaan itu berlaku umum unruk merekan selain mereka yang memiliki sifat seperti mereka, lalu melakukan tindakan kesalahan seperti itu, maka mereka pun mendapatkan hukuman yang sama dengan mereka.
3. Haditsul Ifki atau berita bohong yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasullah Saw dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat. Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkkat dan martabat manusiam yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum Islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati para Ulama yaitu al-Qur’an dan Hadist. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang dihukum dengan ta’zir karena tidak termasuk tindak pidana Hadd maupun Qisas. Perbuatan penghinaan  terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum Islamm perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai Jarimah. (Abdurrahman, 2005)

C. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dalam Hukum Positif

Istilah sanksi adalah sebutan lain dari hukuman, dalam hukum pidana positif dipakai juga dengan sebutan pemidanaan. Hukuman adalah suatu beban hukum yang dikenakan, atau diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Kanter menjelaskan bahwa, sanksi pada umumnya adalah pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran kelak akan mendapat siksaan dineraka. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak hormat dan lain sebagainya.[footnoteRef:36] [36: Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya (Jakarta, Alumni AHM-PTHM: 1982), 56] 

Setiap masyarakat mempunyai aturan atau norma-normauntuk menjaga ketertiban masyarakatnya setiap masyarakat menghendaki norma-norma yang ada itu dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Agar supaya normanya itu dipatuhi maka masyarakat atau golongan masyarakat menetapkan sanksi. Sanksi bisa bersifat negative bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma. 
Sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 310 itu bersifat alternative, yaitu harus dipilih salah satu diantara pidana penjara atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara bersama-sama, untuk mengetahui sanksi pidana alternative adalah dari perkataan atau yang ditunjukkan dengan pasal 310 :
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
(3) Tidak merupakan pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”. Artinya sanksi pidana penjara atau pidana denda dijatuhkan satu persatu tidak digabung antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 311
(1) “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312
Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:
(1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri.
(2) Apabila seseorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313
(1) Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Pasal 314
(1) Yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak memungkin.
(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap hal yang dituduhkan.

Pasal 315
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 316
	Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seseorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317
(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hal-hal berdasarkan pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318
(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangkaan terhadap seseorang bahwa ia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan prasangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencebutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No 1 dapat diatuhkan

Pasal 319
Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika ada pengaduan dari orang lain yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 320
(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.
(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maa kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancan dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariaannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320 ayat kedua da ketiga.
	
Hukum pidana dapat diartikan sebagai  keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencangkup empat pokok yang terkait satu dengan lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.
Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara komprehensif, sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.[footnoteRef:37] [37: M Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: 2002), 24] 

Definisi yang luas diberikan oleh moeljatno, yaitu hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.
Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selanjutjan dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 750 juta.
Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menyasar pada penggunaan  berbagai macam media dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau di muka umum, tetapi melalui media lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan media tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya: Pemberitaan dimedia online, forum diskusi online, Facebook, Twitter, blog, surat elektronik (email), pesan pendek/SMS, menggunakan compact disk/CD, status di BBM, media untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.
Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditunjukkan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swata melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.
Melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, maka siapapun yang sengaja menyerang kehormatan seseorang baik itu secara lisan,tulisam maupun media elektronik atau sosial maka dapat dikenakan sanksi pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP dan juga dalam pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
D. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif
Peneliti akan memaparkan contoh kasus pencemaran nama baik dalam hukum positif, ialah :
1. Gugatan dari rumah sakit Omni tanggerang terhadap pria yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak rumah sakit merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatannya, yakni memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni. Kemudian melalui Dr. Hengki, Renold parentino, Prita dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Diberitakan juga kasus ini mengandung berbagai tanggapan masyarakat Indonesia. Sebagian ada yang menilai gugatan pihak rumah sakit terlalu berlebihan, karena Prita hanya menumpahkan kekecewaannya atas pelayanan yang diterima.
2. Pengadilan umum Jakarta Pusat menggelar sidang kasus pencemaran nama baik, dimana mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zaenal Ma’arif sebagai tersangka utama dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pihak penggugat. Akibat pernyataan Zaenal Ma’arif bahwa presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menikah sebelum masuk Akademi Militer, oleh jaksa penuntut umum (JPU) Jakarta Pusat Noor Rachmad ia divonis hukuman penjjara selama satu tahun karena tidak bisa memberikan bukti dan dianggap telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pernyataan yang dilontarkan oleh Zaenal Ma’arif kepada Kepala negara ini dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan merusak kehormatannya sebagai pemimpin negeri ini.
3. Kasus ini berawal dari laporan ketua tim kuasa hukum Joko Widodo, Henry Yosodiningrat, ke pihak kepolisian pada tanggal 27 Juli 2014. Pada 27 Juli 2014, polisi PDIP itu melaporkan Muhammad Arsyad alias Arsyad Assegaf atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran gambar pornografi Presiden RI Jokowi melalui media sosial. Henry sendiri mengaku mendapatkan informasi itu dari temannya. Menurut Kamil, pemeriksaan terhadap pekerja salah satu rumah makan didaerah Ciracas Jakarta Timur itu baru bisa dilakukan pada Agustus 2014. Hal ini dikarenakan saat itu sedang dalam masa pemilu presiden. MA sendiri sudah ditahan sejak 23 Oktober, katanya. Atas ulahnya itu, MA dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 29 Juncto pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP, serta pasal 27, pasal 45, pasal 32, pasal 35, pasal 36, pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi	Elektronik. 
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
A. AnalisaTerhadap  Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang didalam argumentasinya sengaja menyerang martabat dan nama baik seseorang. Penyerangan nama baik disini dilakukan dengan menyampaikan argumen tersebut secara tertulis agar diketahui oleh banyak orang dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan itu adalah kehormatan nama baik seseorang. Dimana penyerangan tersebut dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, atau direndahkan.
Sehubung dengan ini islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hudud bagi pelaku Qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Takzir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.
Karena Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Sesuai pemaparan sebelumnya bahwa perlu dikaji ulang dalam dua sisi, perspektif hukum islam dan hukum positif.
1. Analisa Terhadap Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Islam benar-benar menghamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliyaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang yang fasik. 
Dalam hukum islam pencemaran nama baik dikategorikan dalam hukuman takzir, yang mana dalam segi hukumannya tidak di atur secara pasti oleh syara’, melainkan diputuskan oleh ulul amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.
Adapun dasar Al-quran tentang larangan pencemaran nama baik dalam surah An-Nur: 16/19
وَلَولَا إِذ سَمِعتُمُوهُ قُلتُم مَايَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ يهَذَا سُبحَانَكَ هَذَا بُهتَا نٌ عَظِيم
Artinya: Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu. Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkarakan ini, Maha suci Engkau (Ya tuhan kami), ini adalah dusta yang besar. (QS. An-Nur: 16)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اَمَنُوالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا والاَّخِرَةِ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
Artinya: sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih didunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat ini menerangkan bahwa. Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengoloknya. Semestinya ketika mendengar berita bohong itu, manusia menasihati mereka agar tidak melakukan tuduhan karena hal itu tidak pantas buat semestinya pula heran terhadap kebohongan yang sangat hina dan berbahaya yang mereka perbuat itu.
Hadist Nabi SAW bersabda:
عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن رسول الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر,
فلقل خيرا أو ليصمت...الخ [رواه البخاري ومسلم]
Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. (HR. Bukhari dan Muslim).
Rasulullah SAW. Memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan terhadap Allah SWT. Iman  adalah percaya dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan, serta melaksanakan dengan anggota badan.
2. Analisa Terhadap Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Positif
Pencemaran nama baik dalam KUHP diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, buku I KUHP khususnya pada pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317 dan pasal 318 KUHP, Pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam pasal 310, pasal 311 ayat (1), pasal 315, pasal 317 ayat (1) dan pasal 318 ayat (1) KUHP.
Terhadap perlaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur, undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan di mintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar ketentuan dalam pasal 310 KUHP dan Undang-undang No 19 Tahun 2008 pasal 27 ayat (3).
Menurut pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak di hukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa di lakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hukum, sehinnga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.
[bookmark: _Toc34825305]Untuk mengetahui kecendrungan putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pencemaran nama baik dapat ditelusuri melalui putusan pengadilan. Dalam perkara pidana pada umunya dan perkara pencemaran nama baik pada khususnya kecendrungan putusan pengadilan dapat berbentuk putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan putusan pemidanaan . 56 putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum di jatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pemidanaan di jatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun paparan dan analisis data yang dikemukakan di atas di lihat dari dua macam hukum. penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut kitab Undang-undang hukum pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum tetatpi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu. 
Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum.
Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku manusia yang merendahkan harkat dan martabat manusia,baik secara pribadi maupun secara anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya, karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.
2. Sanksi Pencemaran Nama Baik
Hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa Ta’zir yang pelaksanaannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman diatas Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut.
Sedangkan dalam hukum Positif, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP memiliki konsep mengkriminalisasikan tiap orang yang secara lisan/tertulis menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum. Sedangkan pencemaran nama baik yang di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE lebih tegas dan ancaman pidananya lebih erat dari KUHP.


B. [bookmark: _Toc34825307]Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:
1. Skripsi ini masih memerlukan referensi lebih banyak, agar hasil pembahasan benar-benar dapat tersajikan secara akurat.
2. Pada pelaksanaan hukuman, dalam hukum pidana Islam yang berupa ta’zir belum tersusun secara sistematis. Baik secara teknis maupun pelaksanaannya.
3. Diperlukan perincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumannya dalam hukum Islam, sebagaimana dalam KUHP sehingga terwujud kepastian hukum. Selain perkara tuduhan zina, hukumannya terbatas pada penetapan takzir yang sifat memberi pelajaran dan di nilai belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.
4. Mendorong kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengedepankan dan mengupayakan penyelesaian kasus penghinaan dengan metode  restorative justice yaitu berupaya menyelesaikan perdamaian terhadap para pihak sehingga tidak perlu melalui jalur hukum.
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Nindy Risky lahir di Situbondo pada tanggal 11 November 1998, anak kedua dari 3 bersaudara, memiliki seorang kakak yang bernama Ilif Sehratul Jannah dan seorang adik yang bernama Triya Wati Ningsih, buah dari pasangan Bapak Supandi dan Ibu Kusnaini.

Sejak kecil saya tinggal di Selomukti, Mlandingan, Situbondo. Saya masuk sekolah TK DWP II Mlandingan Pada Tahun (2002-2004). Setelah melewati masa-masa TK, saya melanjutkan sekolah di SDN 1 Selomukti (2004-2010), MTs Zainul Hasan Genggong (2010-2013), MA Zainul Hasan Genggong (2013-2014), MA Misbahul Hidayah (2014-2016), dan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (2016-2020).
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